ABSTRAK

Perbandingan hukum (comparative law) merupakan cabang ilmu hukum yang
sejajar dengan Sosilogi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, dan
Sejarah Hukum. Objek perbandingan hukum itu sendiri adalah substansi hukum
dan atau sistem atau lembaga hukum dari dua negara atau lebih. Penelitian ini
lebih fokus pada perbandingan aspek ontologis hukum tenaga kerja wanita di
Indonesia (Undang-Undang No.13 Tahun 2003) dan di Malaysia (Employment Act
No0.265, 2006). Selanjutnya, analisis juga dikaitkan dengan bagaimana kedua
negara di atas meratifikasi 4 (empat) konvensi International Labour Organization
(ILO) tentang tenaga kerja wanita (Konvensi No.100 tahun 1951; Konvensi No.111
tahun 1958; Konvensi No0.156 tahun 1981; dan Konvensi No0.183 tahun 2000)
dalam undang-undang tenaga kerja di tiap-tiap negara. Untuk mempertajam
kajian maka hak-hak tenaga kerja wanita ditinjau dari perspektif HAM (Undang-
Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) juga bagian penting yang
diperbandingan. Masalah perbedaan sistem hukum di Indonesia (Civil Law
System) dan di Malaysia (Common Law System) merupakan hal menarik lainnya
untuk dikaji. Secara historis, Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda
memiliki sistem hukum (legal system) yang berbeda dengan Malaysia yang
merupakan negara jajahan Inggris. Hal ini terimplementasi dalam penegakan
hukum terkait masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih menekankan
kepastian hukum (Law in books), sementara di Malaysia mengedepankan
keadilan (Law in actions). Singkatnya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan
persamaan dan perbedaan dari undang-undang tenaga kerja dan sistem hukum di
Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini akan dapat dijadikan rujukan bagi
kedua negara tersebut dalam rangka melahirkan atau menyusun undang-undang
tenaga kerja yang baru. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode
penelitian normatif atau doktrinal. Kemudian, penulis membandingkan dan
menganalisis data-data tersebut secara komprehensif. Pada akhir penelitian,
penulis menemukan adanya sejumlah persamaan dan perbedaan, al: i) Pekerja
wanita diberikan kebebasan untuk memilih dan bergabung dengan serikat pekerja
yang sah; ii) Larangan bekerja pada malam hari kecuali dengan ketentuan
tertentu, dan; iii) Jaminan perlindungan perihal hak pekerja wanita (Hak cuti hamil
dan melahirkan; Hak cuti tahunan, dan; Hak kesetaraan gender). Penulis
berpendapat agar lebih terakomodir dan terlindungi hak-hak pekerja wanita maka
perlu penambahan sejumlah pasal baru dalam undang-undang ketenagakerjaan
yang dilengkapi dengan penjelasan komprehensif serta sanksi yang lebih tegas
apabila terjadi pelanggaran di lingkungan kerja. Menimbang cakupan penelitian
perbandingan hukum sangat luas maka harus ada peningkatan baik dari segi
kualitas maupun kuantitas dalam penelitian perbandingan hukum berikutnya.
Dengan kata lain, sebuah penelitian perbandingan hukum khususnya melibatkan
dua negara atau lebih tidak akan bisa diselesaikan dengan satu penelitian saja.
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